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	[logo pihak kedua]


SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : A/UBL/REK/000/nn/dd/yy

Nomor : [nomor surat pihak kedua]
Nama Kerja Sama: [nama kerja sama yang dikerjasamakan]
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor A/UBL/REK/000/nn/dd/yy dan [nomor surat dalam nota kesepahaman pihak kedua] tanggal [diisi sesuai tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman] antara Universitas Budi Luhur dengan [diisi nama institusi pihak kedua], para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
:
[nama pejabat institusi yang bersangkutan di pihak pertama]

Jabatan
:
[nama jabatan misalnya Dekan / Kepala Direktorat pihak pertama]

Alamat
:
[alamat institusi pihak pertama]

selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA, bekerjasama dengan :

2
Nama
:
[nama pejabat institusi yang bersangkutan di pihak kedua]

Jabatan
:
[nama jabatan misalnya Dekan / Kepala Direktorat pihak kedua]

Alamat
:
[alamat institusi pihak kedua]

selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

[pasal ini berisi definisi sesuai nama kerja sama yang disepakati bersama]
Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. 
PIHAK PERTAMA dalam kedudukannnya seperti tersebut diatas, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perancangan, pengembangan, pengujian dan pembuatan prototipe sesuai dengan serangkaian penelitian, pengembangan dan/atau penerapan prototipe [diisi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan bersama dalam kerja sama ini] yang diberikan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai ("[diisi sesuai nama unik yang mudah diingat dalam kerja sama ini]") bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut [diisi sesuai dengan kedalaman ruang ringkup yang ingin dicapai dalam kerja sama ini, dicontohkan dalam beberapa point]:

a. Melakukan perhitungan untuk menentukan spesifikasi dan jenis material yang dipakai untuk masing-masing komponen alat

b. Membuat prototipe alat

c. Melakukan pengujian sederhana sesuai dengan standard yang berlaku

2.  Perjanjian Kerja sama ini mengikat PARA PIHAK, didasarkan atas penyelesaian seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PARA PIHAK.
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Ikut terlibat secara aktif di dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
b. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

c. Membayar biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam Perjanjian ini.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menerima pembayaran biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam Perjanjian ini.

b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA ini.

d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA ini.

Pasal 4
TENAGA AHLI
1. PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan pekerjaan ini diwajibkan menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimaksud. 
2. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, tenaga yang digunakan PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat atau tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, maka PARA PIHAK akan melakukan rapat teknis yang membahas permasalahan dan pergantian personil PIHAK KEDUA. 
3. PIHAK PERTAMA juga dapat memberikan input teknis dari tenaga ahli yang berasal dari PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang disetujui PIHAK PERTAMA. Input ini wajib disertakan dalam menyelenggarakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, apabila dirasa kritikal oleh PIHAK PERTAMA. Hal ini mencakup aspek rancangan, pemilihan material, metode manufaktur, spesifikasi dan metode pengujian.

Pasal 5

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp.__________________ atau dalam bilangan sebesar [#mohon menyebutkan angka dalam kalimat#] 
2. Pembayaran tersebut dibayarkan melalui nomor rekening ________________________ atas nama ______________________________ pada Bank _______________ berdasarkan Berita Acara Pembayaran.

3. Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini belum termasuk Pajak - Pajak sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

Nilai Biaya Pekerjaan dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan metode / cara pembayaran secara bertahap, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan dicantumkan dalam Lampiran PKS ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mulai ___________________ dan akan berakhir pada ________________

Pasal 8

PENANGGUHAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penangguhan pembayaran jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian ini, dengan surat pemberitahuan penangguhan pembayaran disertai alasan yang jelas.
2. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki kekurangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan harus dimulai paling lambat 14 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran yang ditangguhkan kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA memperbaiki kekurangan dan atau kesalahan dan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Pejabat yang berwenang disetujui PIHAK PERTAMA.

4. Penangguhan pembayaran tidak berakibat pada pengubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka untuk pelaksanaan, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri sebagaimana ditentukan dengan tetap mengutamakan syarat-syarat mutu bahan yang bersangkutan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang, sesuai dengan petunjuk dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, hasil pekerjaannya tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya menjadi hak bersama PARA PIHAK.

2. Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 11

CIDERA JANJI

1. PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan cidera janji apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menyelesaikan pekerjaan.
b. Pekerjaan tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis telah ditetapkan dalam Lampiran PKS ini.

c. Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas/kualitas yang telah ditetapkan.

d. Waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian.

2. Bilamana PIHAK KEDUA cidera janji maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

SANKSI & DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA dilakukan melampaui batas waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan untuk setiap satu hari keterlambatan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseribu) dari biaya pelaksanaan pekerjaan dan maksimum 5%.
2. Semua denda tersebut diatas, dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui pemotongan terhadap pembayaran PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian perjanjian kerja sama dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian, yang disebabkan oleh:

a. Peperangan

b. Kerusuhan

c. Revolusi

d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan.

e. Pemogokan.

f. Kebakaran.

g. Gangguan industri lainnya.

h. Kejadian-kejadian akibat kebijaksanaan Pemerintah dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa akibat kebijaksanaan tersebut dapat digolongkan sebagai keadaan kahar.

3. Dalam hal perjanjian kerja sama ini dihentikan sebagaimana tersebut ayat 2, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

4. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dilakukan bilamana PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerja sama dan kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

5. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 5% (lima persen) dari besarnya nilai perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

3. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda-denda dan sanksi apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap sebagai keadaan kahar.

4. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut diatas, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang, dan kerugian akibat terjadinya keadaan kahar ditetapkan pada kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15

PENGALIHAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian pekerjaan atau seluruhnya kepada pihak lain, dan peringatan-peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka setelah mengadakan perhitungan, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian Kerja sama ini secara sepihak.
Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadialan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 17

DOMISILI
Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kedudukan yang tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasal 18
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos atau media elekronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. [nama institusi / direktorat / unit dari pihak pertama]
[alamat lengkap koresponden beserta kode pos dari pihak pertama]
Telepon 
: [nomor telpon pihak pertama]
Up
: [nama contact person yang bisa dihubungi dari pihak pertama]
email
: [alamat email yang aktif dari pihak pertama]
b. [nama institusi / direktorat / unit dari pihak kedua]

[alamat lengkap koresponden beserta kode pos dari pihak kedua]
Telepon 
: [nomor telpon pihak kedua]
Up
: [nama contact person yang bisa dihubungi dari pihak kedua]
email
: [alamat email yang aktif dari pihak kedua]
Pasal 19
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, dan atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama Tambahan (Adendum/Amandemen), dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang, yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ______________ pada hari __________, tanggal ______________, bulan __________ dan tahun ________, dimana aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA


[NAMA INSTITUSI / UNIT]
[NAMA INSTITUSI / UNIT]

[Nama jabatan institusi / unit pihak kedua
[Nama jabatan institusi / unit pihak pertama]

 [Nama lengkap & gelar pejabat insitusi/unit]
[Nama lengkap & gelar pejabat insitusi/unit]
	Pihak 1
	Pihak 2
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